
PENILAIAN KINERJA JF
BERDASARKAN
PERMENPAN NOMOR 1
TAHUN 2023
Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN

BKPSDM Kabupaten Bantul 2023



DATA JF,  INSTANSI PEMBINA DAN INSTANSI
TEKNIS KABUPATEN BANTUL



DATA JF,  INSTANSI PEMBINA DAN INSTANSI
TEKNIS KABUPATEN BANTUL



PERMENPAN 1 tahun 2023 tidak

menghapus kebijakan angka kredit,

tetapi mengubah kebijakan perhitungan

angka kredit dari penyampaian bukti-

bukti dukung menjadi konversi atas

penilaian evaluasi kinerja / SKP dari

Pejabat Penilai Kinerja. Angka kredit

tetap ada sebagai syarat dalam proses

kenaikan pangkat atau kenaikan

jenjang

FAKTA 1



Penilaian evaluasi kinerja sebagaimana tersebut menggunakan

format penilaian evaluasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6

tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil

Negara. Oleh karena itu perlu membentuk Tim Pelaksana Crash

Program Penerbitan Penilaian Angka Kredit (PAK) terakhir berbasis

butir-butir kegiatan.



Pencabutan dan pernyataaan tidak berlaku

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi untuk masing-masing

jabatan fungsional sebanyak 293 aturan. 

FAKTA 2

Pengaturan penilaian angka kredit yang berasal dari

hasil kerja Pejabat Fungsional yang dilaksanakan sampai

dengan 31 Desember 2022 berdasarkan Peraturan

Menteri yang mengatur mengenai JF masing-masing.

FAKTA 3



Dalam pasal 58 disebutkan bahwa hasil kerja

Pejabat Fungsional yang dilaksanakan sampai 

dengan 31 Desember 2022 tetap dinilai Angka

Kreditnya berdasarkan Peraturan Menteri yang 

mengatur mengenai JF masing-masing. Proses

penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud

dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2023. Oleh

karena itu, perlu melakukan identifikasi kepada

Jabatan Fungsional yang belum membuat Daftar

Usulan Penilaian Angka Kredit sampai dengan 31

Desember 2022



REKAPITULASI PNS YANG BELUM MENGAJUKAN 
PAK S.D 31  DES 2022



PASAL 39 AYAT 2
disebutkan bahwa dalam hal belum tersedia lowongan pada
jenjang jabatan, Pejabat Fungsional yang telah memenuhi
Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kenaikan pangkat satu
tingkat lebih tinggi. Dari pasal tersebut perlu dilakukan
konfirmasi terkait ketentuan lebih lanjut dan tata cara
penghitungan angka kredit kumulatif kenaikan pangkat JF

dalam hal tersebut, BKPSDM melakukan konfirmasi ke BKN Kanreg 1 dan
mendapatkan penjelasan bahwa apabila belum tersedia lowongan
jenjang jabatan dan JF telah memenuhi AK kumulatif dapat diberikan
kenaikan pangkat. Jika belum terdapat lowongan jenjang jabatan
meskipun AK kumulatif terpenuhi tidak dapat naik pangkat



91%



Sesi Diskusi...
 


